
ASPEK HUKUM 
KONTRAK 

PENGADAAN 
BARANG/JASA

Bagian Hukum
Setda Kebumen



PENGANTAR



PENGADAAN BARANG/JASA DALAM 
SISTEM HUKUM INDONESIA



PEMBAGIAN KOMPETENSI HUKUM

PENGADAAN BARANG DAN JASA

• Mulai dari Pengangkatan
Panitia, sd

• Pembubaran Panitia / 
selesai pertanggung-
jawaban PBJ.

• Domain hukum 
adminsitasi.

HUKUM 
ADMINISTRASI

• Mulai dari 
penandatanganan  
kontrak PBJ, sd

• Penyerahan akhir 
pekerjaan/Barang.

• Domain hukum 
keperdataan

HUKUM
KEPERDATAAN • Perbuatan melawan hukum 

bersumber dari hukum 
administrasi

• Perbuatan melawan hukum 
bersumber dari hukum 
keperdataan

• 1. Hkm Pidana Umum/KUHP
• 2. Hkm Pidana Khusus/Tipikor

HUKUM
PIDANA

Catatan:

1. Perbuatan Melawan Hukum administrasi tidak identik

dengan perbuatan melawan hukum pidana.

2. Perbuatan Melawan Hukum administrasi sebagai

perbuatan persiapan untuk melakukan tindak pidana.



HUBUNGAN ANTARA PMH ADMINISTRASI DG PMH

HUKUM PIDANA (UU NO 30/2014)

HUKUM

PIDANA

HUKUM

ADMINISTRASI

PERBUATAN

MELAWAN  
HUKUM

MENYALAHGUNAAN

WEWENANG

DIPROSES MELALUI
PTUN

TIDAK TERBUKTI/

TERBUKTI

JIKA TERBUKTI 
MENYALAHGUNAKAN  

WEWENANG

MELAWAN HUKUM
PIDANA

TINDAK PIDANA 
KORUPSI/LAINNYA



TINDAK PIDANA DALAM

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM ADMINISTRASI

PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM KEPERDATAAN

PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM PIDANA

• Dapat menggerakan hukum pidana →
PMH dlm hk pidana→memenuhi unsur-
unsur tindak pidana:

• 1. Tindak Pidana Umum

• 2. Tindak Pidana Korupsi, dll

• Dapat menggerakan hukum pidana→
PMH dlm hk pidana→memenuhi unsur-
unsur tindak pidana:

• 1. Tindak Pidana Umum

• 2. Tindak Pidana Korupsi, dll

• Tindak pidana umum dalam KUHP

• Tindak pidana Korupsi

• Tindak pidana lainnya yang tepat



Pada Tahap Penandatanganan Kontrak

Sebelum

Penandatanganan Kontrak

Pokok

Permasalahan

Setelah

Penandatanganan Kontrak

ULP/Pajabat Pengadaan Tanggung Jawab PPK

Hukum Administrasi Negara Hukum Hukum Perdata

Sanksi Administrasi Sanksi Sanksi Ganti Rugi (Gugatan 

Perdata)

Pengaduan Penyelesaian

Perselisihan

Penyelesaian Perselisihan

antara PPK dan Penyedia

melalui Musyawarah, 

Arbitrase atau Pengadilan

Dokumen Pengadaan Pengaturan Kontrak Pengadaan

Hari Kerja Hari Hari Kalender



PPK Penyedia

Kontrak Pengadaan Pemerintah





ALUR KONTRAK PBJ



UNSUR DASAR KONTRAK



Asas

kebebasan
berkontrak

konsensualitas

kepastian
hukum

itikad baik



CONTOH KASUS KONTRAK PBJ



CONTOH KASUS KONTRAK PBJ







Perumusan Klausul

KONTRAK



Mengidentifikasikan Pokok Pikiran

❑Klausul pembukaan (preamble paragraph)  

❑Klausul operatif (operative paragraph)



Penuangan Pikiran
Kedalam Kalimat Hukum

❑Tidak berasumsi tanpa perhitungan yang matang. 

❑Harus dapat menemukan kata atau bagian kalimat apa saja
yang hilang. 

❑Hilangkan semua pengulangan redundansi atau pengulangan
kata yang tidak perlu

❑Apakah terjadi konflik antar Klausul

❑Sintesiskan Klausul sampai pada esensi-nya

❑Ketentuan terkait disusun secara bersama-sama (kohesi).



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam
Perumusan Klausul

❑Hindari Klausul yang tidak esensial.

❑Hindari bahasa yang tidak baku.

❑Hindari jargon atau berlebihan.

❑Hindari kata-kata yang memikiki makna lebih dari
satu arti (ambiguitas).



Penggunaan Bahasa dan Kata:

Cermati penggunaan kata 

❑ "akan", 

❑ "harus", 

❑ ”wajib”, 

❑ "seharusnya", 

❑ "dapat" 

❑ ”dilarang”. 
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